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Kondisi pandemi COVID-19 yang terjadi pada beberapa waktu lalu telah menyadarkan
berbagai pihak bahwa masih diperlukan perbaikan atas sistem kesehatan yang menyeluruh.
Hal tersebut disebabkan sistem kesehatan yang ada saat ini dirasa masih belum siap dalam
menghadapi permasalahan kesehatan seperti pandemi COVID-19, yang membuat
penyebaran COVID-19 semakin meluas dan membuat sebagian layanan kesehatan terhenti.
Oleh karenanya, diperlukan sistem kesehatan yang lebih siap, antisipatif, dan responsif, serta
resilien dalam menghadapi tantangan masalah kesehatan di masa yang akan datang.

Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, pemerintah melakukan beberapa upaya
di antaranya melalui inovasi teknologi dengan mengembangkan aplikasi PeduliLindungi.
Aplikasi tersebut, diklaim telah berhasil mencegah jutaan masyarakat terpapar COVID-19
melalui fitur kewaspadaan terhadap pasien COVID-19 yang berkeliaran di tempat umum atau
surveilans kesehatan dengan penerapan 3T (Tracing, Tracking, dan Treatment). Data dari
Kemenkes menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2021-2022, aplikasi PeduliLindungi telah
mencegah 3,73 juta orang untuk masuk ke ruang publik karena status vaksinasi yang belum
lengkap (status merah) serta mencegah 538 ribu orang yang terinfeksi COVID-19 (status
hitam) mengakses ruang publik tertutup atau melakukan perjalanan domestik.

Belajar dari penanganan pandemi tersebut, pemanfaatan teknologi digital berperan
penting dalam menekan laju penularan, memudahkan penelusuran/pelacakan, serta
penggunaannya yang secara masif dapat membantu pengambilan kebijakan strategis
pemerintah melalui data statistik. Pentingnya penggunaan teknologi di bidang kesehatan
sejalan dengan fokus pemerintah (dhi. Kementerian Kesehatan) saat ini untuk melakukan
transformasi teknologi kesehatan yang merupakan bagian dari amanat RPJMN 2020-2024
untuk melakukan penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang di antaranya
difokuskan dalam inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan kesehatan. Atas
amanat tersebut, Kemenkes kemudian menyusun 6 (enam) pilar utama yang menjadi fondasi
transformasi kesehatan dalam rangka menyempurnakan sistem kesehatan di Indonesia.
Keenam pilar transformasi kesehatan tersebut adalah transformasi layanan primer, layanan
rujukan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM Kesehatan, dan teknologi kesehatan.
Transformasi kesehatan menjadi bagian dari Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2020-2024
yang dituangkan dalam Permenkes N0.13/2022.

Transformasi teknologi kesehatan ditujukan untuk digitalisasi kesehatan dan
pemanfaatan teknologi yang lebih luas pada sektor kesehatan. Adapun Kementerian
Kesehatan telah menyusun cetak biru strategi transformasi digital kesehatan 2024 yang
merumuskan tiga program prioritas dalam transformasi teknologi kesehatan berupa: 1)
Integrasi dan pengembangan sistem data kesehatan dengan outcome meningkatkan mutu
kebijakan kesehatan berbasis data yang akurat, mutakhir, dan lengkap; 2) Integrasi dan
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pengembangan sistem aplikasi pelayanan kesehatan dengan outcome efisiensi pelayanan
kesehatan pada tingkat puskesmas, klinik, Rumah Sakit (RS), laboratorium, dan apotek; dan
3) Pengembangan ekosistem teknologi kesehatan dengan outcome terciptanya kolaborasi
dan ekosistem ekonomi digital kesehatan antara Pemerintah, Industri, dan Masyarakat.

Dengan kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini sudah menurun/melandai, maka
transformasi teknologi kesehatan dapat segera difokuskan untuk diimplementasikan. Salah
satu bentuk implementasi yang telah diupayakan pemerintah pada saat ini adalah melalui
transformasi aplikasi PeduliLindungi menjadi Satu Sehat pada 1 Maret 2023. Satu Sehat akan
dikembangkan sebagai Citizen Health Apps (CHA) dengan fitur yang lebih luas dan lebih
personal bagi masyarakat dibanding PeduliLindungi, fitur tersebut di antaranya berupa rekam
medis elektronik yang berguna bagi pasien agar riwayat pengobatannya dapat terpantau
meskipun berobat di fasyankes yang berbeda, serta bagi dokter berguna untuk pengambilan
keputusan untuk pasien dengan data yang komprehensif. Selain itu terdapat fitur lain berupa
layanan imunisasi dan vaksin baik COVID-19 maupun Non COVID-19, pencarian rawat inap,
dan daftar pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan, serta berita kesehatan.

Satu Sehat merupakan platform Indonesia Health Services (IHS) yang dikembangkan
Kementerian Kesehatan dengan menggunakan pendekatan infrastruktur model platform-as-a-
service (PAAS) untuk menghubungkan semua pelaku dalam industri kesehatan dengan
menggunakan standar global Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR). FHIR adalah
standar interoperabilitas generasi lanjutan yang diciptakan oleh organisasi pengembang
perangkat lunak kesehatan Health Level 7 (HL7). Pemerintah menargetkan 60 ribu fasyankes
akan terintegrasi pada platform satu sehat pada akhir 2023 dimana pada saat ini telah
terintegrasi 11 ribu fasyankes (Kompas, 2023).

Pelaksanaan transformasi teknologi kesehatan perlu didukung oleh semua stakeholder
termasuk pihak swasta melalui upaya sinergitas dan harmonisasi serta integrasi pelaksanaan
program di setiap tingkatan administrasi baik di pusat dan daerah sampai ke tingkat fasyankes.
Hal tersebut dilakukan demi harapan besar satu data kesehatan nasional yang dapat
diandalkan di antaranya mewujudkan digitalisasi data kesehatan dari awal hingga akhir
kehidupan bagi masyarakat agar sistem kesehatan semakin presisi yang pada akhirnya akan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pembahasan

Urgensi atas transformasi teknologi kesehatan ini di antaranya dilatarbelakangi oleh data
dan sistem informasi kesehatan di Indonesia yang masih sangat terfragmentasi. Hal tersebut
ditunjukkan dari masih beragamnya data kesehatan yang dihasilkan lebih dari 60 ribu fasilitas
kesehatan baik data digital maupun manual. Selain itu, terdapat lebih dari 400 aplikasi
kesehatan milik pemerintah pusat, daerah, dan swasta yang mengumpulkan data yang sama
pada beberapa aplikasi yang berbeda dan mengakibatkan data yang tercatat tumpang tindih.
Kemudian tidak adanya keseragaman format data mengakibatkan interoperabilitas sulit
dilakukan sehingga integrasi data dilakukan secara berbeda antara satu aplikasi dengan
aplikasi lainnya. Kondisi tersebut akan berdampak pada kebijakan kesehatan yang diambil
belum didasarkan pada data yang komprehensif, sehingga pada akhirnya akan berdampak
kepada pelayanan kesehatan menjadi kurang efisien. Dengan upaya pemerintah saat ini untuk
melakukan transformasi teknologi kesehatan melalui Satu Sehat, pelayanan kesehatan bagi
masyarakat diharapkan dapat terus meningkat.

Namun, transformasi teknologi kesehatan tentu bukanlah upaya mudah. Dalam
perjalanannya, masih ditemukan beberapa tantangan yang dapat menjadi hambatan apabila
tidak segera diatasi. Beberapa hal yang dapat menjadi tantangan besar dalam upaya
transformasi teknologi kesehatan di Indonesia adalah sebagian besar (>80%) fasilitas
pelayanan kesehatan Indonesia masih belum tersentuh oleh teknologi digital (Kemenkes,
2021). Diketahui masih banyak daerah blank spot atau belum tersentuh internet di Indonesia.
Data dari Kemenkominfo mengungkap masih bahwa terdapat 12.548 desa blank spot dimana
sebagian besar (>70%) dari jumlah tersebut berada di wilayah 3T (Terluar, Terpencil, dan
Terdepan). Hal tersebut disebabkan karena infrastruktur yang belum merata, padahal internet
merupakan salah satu komponen penting dalam menunjang digitalisasi kesehatan khususnya
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penyelenggaraan rekam medis elektronik yang sudah harus dilakukan oleh seluruh fasyankes
selambat-lambatnya pada 31 Desember 2023 sesuai dengan Permenkes 24 Tahun 2022
tentang Rekam Medis.

Selain itu, keaktifan tenaga kesehatan dalam melakukan input data/pelaporan juga perlu
menjadi perhatian. Melalui Satu Sehat, input data/pelaporan oleh tenaga kesehatan akan
disederhanakan melalui 8 (delapan) aplikasi dari yang sebelumnya lebih dari 400 aplikasi.
Namun yang perlu dijadikan perhatian adalah pembiasaan tenaga kesehatan dalam
melakukan input data manual menjadi dalam bentuk digital, mengingat masih terdapat
pelaporan yang menggunakan kertas akibat dari masih terbatasnya sarpras digital di
fasyankes. Hal tersebut perlu menjadi perhatian agar data yang terinput dapat terekam dan
terintegrasi dengan baik.

Selanjutnya terkait dengan aspek keamanan data juga tidak kalah penting untuk dijadikan
prioritas, mengingat aplikasi ini nantinya akan menyimpan data-data pribadi yang cukup
sensitif berupa rekam medis jutaan masyarakat Indonesia. Meskipun dalam
pengembangannya sudah dilakukan koordinasi dan kerja sama dengan BSSN,
Kemenkominfo, serta pakar, namun tetap perlu diperhatikan mitigasi risiko kebocoran data
serta serangan siber baik eksternal maupun internal, mengingat kejadian terkait dengan
kebocoran data kerap terjadi dalam beberapa waktu terakhir baik dari korporasi swasta
maupun instansi pemerintah.

Perhatian atas keamanan data tersebut juga harus dibarengi dengan peningkatan literasi
digital masyarakat Indonesia yang masih rendah. Diketahui bahwa tingkat literasi digital
Indonesia paling rendah (62%) dibanding negara ASEAN yang rata-rata telah mencapai 70%
(CNBC, 2022). Rendahnya literasi digital dapat menjadi hambatan dalam penerapan teknologi
digital kesehatan karena akan banyak masyarakat yang kesulitan untuk menggunakan dan
memanfaatkan layanan kesehatan digital yang ada.

Kemudian data dari Kemenkominfo menyebutkan bahwa indeks literasi digital Indonesia
pada tahun 2022 sebesar 3,54 atau meningkat tipis sebesar 0,05 dari tahun sebelumnya.
Namun, indeks literasi digital dari aspek keamanan masih rendah karena hanya sebesar 3,12.
Rendahnya indeks keamanan digital tersebut menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat
atas pentingnya perlindungan data pribadi yang pada akhirnya akan menjadi rentan terhadap
kejahatan siber.

Transformasi teknologi kesehatan menjadi keniscayaan di era perkembangan teknologi
saat ini yang semakin dinamis dan kompleks. Berbagai tantangan dan hambatan dalam
transformasi teknologi kesehatan perlu untuk segera diselesaikan agar manfaat yang begitu
besar dapat dirasakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya, upaya pemerintah
dalam pemanfaatan teknologi digital untuk layanan kesehatan masyarakat perlu didorong dan
dikembangkan secara optimal serta menjadi agenda penting untuk terwujudnya Indonesia
sehat. Karena di era teknologi digital ini, transformasi teknologi kesehatan bukanlah sebuah
pilihan, melainkan sebuah keharusan guna mewujudkan sistem kesehatan yang modern,
efisien dan mampu mempercepat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Rekomendasi

Mewujudkan transformasi teknologi kesehatan perlu didukung semua pihak dalam proses
dan implementasinya. Oleh karena itu, perlu kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan
keberhasilannya, mengingat tantangan dan hambatan yang ada juga terdapat di luar sektor
kesehatan. Untuk itu, Kementerian Kesehatan perlu berkoordinasi dan bersinergi dengan
berbagai stakeholder dalam melakukan transformasi teknologi kesehatan melalui Satu Sehat
khususnya terkait pemenuhan dan pemerataan infrastruktur teknologi kesehatan. Kemenkes
juga perlu untuk terus melakukan sosialisasi kepada fasyankes terkait dengan pemanfaatan
platform Satu Sehat.
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Komisi IX DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang bermitra dengan Kementerian
Kesehatan dapat terus mendukung dan mendorong implementasi transformasi teknologi
kesehatan melalui Satu Sehat serta terus mendorong Kementerian Kesehatan agar
melakukan koordinasi dan sinergi dengan K/L, pemerintah daerah, maupun swasta dalam
implementasi Satu Sehat serta terus melakukan sosialisasi dengan berbagai pihak khususnya
fasyankes dalam rangka pemanfaatan platform Satu Sehat dan Interoperabilitas Data
Kesehatan Nasional demi efisiensi pelayanan kesehatan.
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